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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN BANGKA BARAT 
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TENTANG 

STANDARPELAYANANPADA 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATENBANGKABARATTAHUN2022 

 
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN BANGKA BARAT 

 
Menimbang : a. bahwadalamrangkamewujudkanpenyelenggaraanpelayananpubliksesuaidenganasas 

  penyelenggaraanpemerintahanyangbaikdangunamewujudkankepastianhakdan 

  kewajibanberbagaipihakyangterkaitdenganpenyelenggaraanpelayanan,setiap 

  penyelenggarapelayananpublikwajibmenetapkanStandarPelayanan; 

 b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahurufa,perlumenetapkan 

  KeputusanKepalaDinasSosial,PemberdayaanMasyarakatdanDesaKabupatenBangka 

  BarattentangStandarPelayananpadaDinasSosial,PemberdayaanMasyarakatdanDesa 

  KabupatenBangkaBarat; 

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor27Tahun2000tentangPembentukanProvinsiKepulauanBangka 

  Belitung(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor217,Tambahan 

  LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4033); 

 2. Undang-UndangNomor5Tahun2003tentangPembentukanKabupatenBangkaSelatan, 

  KabupatenBangkaTengah,KabupatenBangkaBaratdanKabupatenBelitungTimurdi 

  ProvinsiKepulauanBangkaBelitung(LembaranNegaraRepublikIndonesiatahun2003 

  Nomor25,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor4268); 

 3. Undang–UndangNomor11Tahun2009tentangKesejahteraanSosial(LembaranNegara 

  RepublikIndonesiaTahun2009Nomor12,TambahanLembaranNegaraRepublik 

  IndonesiaNomor4967); 

 4. Undang–UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublik(LembaranNegara 

  RepublikIndonesiaTahun2009Nomor112,TambahanLembaranNegaraRepublik 

  IndonesiaNomor5038); 

 5. Undang-UndangNomor13Tahun2011tentangPenangananFakirMiskin(Lembaran 

  NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor83,TambahanLembaranNegaraRepublik 

  IndonesiaNomor5235); 

 6. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik 

  IndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 

  5495); 

 7. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara 

  RepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublik 

  IndonesiaNomor5587),sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- 

  UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 

  Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 

  2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan 

Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor5449); 

11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian 

Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 288); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan 

Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan 

ValidasiDataTerpaduPenangananFakirMiskindanOrangTidakMampu(BeritaNegara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 

15. PeraturanMenteriSosialNomor9Tahun2018tentangStandarTeknisPelayananDasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota 

(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor567); 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062); 

17. Keputusan Menteri SosialNomor 5 Tahun 2019 tentang PengelolaanData Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732); 

18. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat 

Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 

19. PeraturanDaerahKabupaten BangkaBarat Nomor6Tahun2016tentangPembentukan 

danSusunanPerangkatDaerahKabupatenBangkaBarat(LembaranDaerahKabupaten 

Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat 

(LembaranDaerahKabupatenBangkaBaratTahun2020Nomor2SeriD); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 seri E). 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : PenetapanStandarPelayananpadaDinasSosial,PemberdayaanMasyarakatdanDesa 

KabupatenBangkaBarat; 

KEDUA : PenetapanStandarPelayananpadaDinasSosial,PemberdayaanMasyarakatdanDesa 

KabupatenBangkaBaratsebagaimanadiktum“KESATU”terdiridari; 

 
1. KonsultasiAdministrasiBumdesa 

2. Konsultasi Administrasi Lembaga Kemasyarakat 

Desa/Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) 

3. KonsultasiAdministrasiPemerintahanDesa 



4. PelayananPenangananTerhadapLanjutUsia(Lansia)Terlantar 

5. PelayananPenangananTerhadapAnakTerlantar 

6. PelayananProsesRekomendasiPengangkatanAnak 

7. PelayananPendampinganTerhadapAnakBerhadapanDenganHukum(ABH) 

8. PelayananPembinaanABHPascaMenjalaniMasaHukuman/HasilPutusan 

PengadilanHukum(ABH) 

9. PelayananPenangananTerhadapDisabilitas(Odgj)/OrangDenganGangguan 

JiwaTerlantar 

10. PelayananPemberian BantuanSosial NonTunaiBerupaBahan Makanan Bagi 

Lansia,penyandangDisabilitas danAnak Terlantar 

11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar DalamKesejahteraan Sosial 

(SUKET DTKS) 

12. PelayananLembagaKonsultasiKesejahteraanKeluarga(LK3) 

13. PelayananPemberianBantuanLogistik 

14. PelayananIzinUndianGratisBerhadiah/PengumpulanUangdanBarang 

15. PelayananRekomendasiLembagaKesejahteraanSosial(LKS) 

16. pelayanan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 
(PPKS) terlantar dalam rumah perlindungan sosial (RPS) 

 

KETIGA: Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” wajib 

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja 

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam 

penyelenggaraanpublik; 

KEEMPAT:Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuanapabiladikemudianhari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 
Ditetapkan di : Muntok 

Pada tanggal :9Mei2022 

Kepala Dinas, 

 
 
 
 
 

 
Suradi,S.Ag,M.Pd 
NIP.196304131983081002 


